Jakarta, 23 Juni. 2006

Nomor : 107/MPN/MS/2006
Lampiran M \ .
Hal : Edaran tentang Program Kesetaraan
Yth.: 1. Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Kepata Staf TNI Angkatan Darat
3. Kepala Staf TNI Angkatan Laut
4. Kepala Staf TNI Angkatan Udara
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
6. Kepala Badan Kepegawalan Negara : l
7. Rektor Universitas/Direictur Politeknik/Ketua Sekotah Tinggh
Dengan hormat,
Memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan ‘bahwa setlap warga
negara berhak mendapat pendidikan. : e

2. Undang-Undang No.39 Tahun 1939 tentang Hak Asasl Manusia BabHI pasal 12
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perindungan bagi
pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencertaskan-dirinya
dan meningkatkan kwalitas .hidupnya agar menjadl manusia yang beriman,
“bertaqwa, bertanggungjawab, berakhiak, mulla,: bahagla, dan sejahtera sesual
dengan hak asasi manusla:

3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menganut sistem mui entry dan mufti exit: - :

* a. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak
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b. Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa setlap warga negara berhak

~ mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjany hayat.

c. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas
pendidikan formal, monformal dan_ Informal yang dapat saling melengkapl
dan memperkaya. , 3

d. Pasal 26 ayat (3) dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pendidian
kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
pendidican umum estara GD/MT, SMP/MTs; dan SMA/MA-yang mencakup
program paket A, Paket B dan Paket C.

e. Pasal 26 ayat (6) yang menyatakan bahwa hasil pendigian nenformal dapat
tihafgal setara dengan hasll prbgram pendidikan formai setelsh melalul
ptibses penilalan penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk cish Pemerintah
atau Pemerintah D#erah dengdn mengacu pada standar nasional pendidikan.

denigan Inl dibetitahukan bahwa: -

1. Setidp orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C

© igsing-masing memiliki hak ehgibilitas yang sama dan setara dengan,
berturtit-turut, peimegang ljazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK untuk
dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebjh tinggi. -

2. Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki hak
sligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki

- lapangan kerja.

3. Setiap lembaga diminta mematuhl ketentuan perundang-undangan tersebut

o atas agar tidak diindikasikan melanggar Hak Asasi Manusia.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. +

Wasional

 ~ProfipF. Bambang Sudibyo, MBA.

Tembusan Yth.:

Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Ketua Badan Standar Nasional Pencidikan
Pars Bupati/Wali Kotz di seluruh Indoresia
Komnas Hak Asasi Mantuisia
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